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<b>ABSTRAK</b><br>

Topik utama skripsi ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/Puu-X1V/2016. Terbitnya putusan ini
diawali dengan judicial review yang digjukan Setya Novanto kepada Mahkamah Konstitusi terkait frasa
permufakatan jahat yang terdapat di dalam Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU
No. 21 Tahun 2000 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU PTPK . Pembahasan di dalam skripsi
ini meliputi pengertian dasar mengenai permufakatan jahat delik baik berdasarkan KUHP maupun undang-
undang di luar KUHP. Selain itu juga dibahas mengenai perubahan penafsiran permufakatan jahat delik
setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/Puu-X1V/2016 serta penerapan rumusan
permufakatan jahat yang telah diubah tersebut terhadap kasus yang telah berkekuatan hukum tetap untuk
melihat apakah perubahan tersebut dapat diterima atau tidak.Topik utama skripsi ini adalah Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 21/Puu-X1V/2016. Terbitnya putusan ini diawali dengan judicial review yang
digjukan Setya Novanto kepada Mahkamah Konstitusi terkait frasa permufakatan jahat yang terdapat di
dalam Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No. 21 Tahun 2000 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU PTPK . Pembahasan di dalam skripsi ini meliputi pengertian
dasar mengenai permufakatan jahat delik baik berdasarkan KUHP maupun undang-undang di luar KUHP.
Selain itu juga dibahas mengenai perubahan penafsiran permufakatan jahat delik setelah terbitnya Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 21/Puu-X1V/2016 serta penerapan rumusan permufakatan jahat yang telah diubah
tersebut terhadap kasus yang telah berkekuatan hukum tetap untuk melihat apakah perubahan tersebut dapat
diterima atau tidak.
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<b>ABSTRACT</b><br>

The main topic of thisthesisisthe verdict of Indonesian Constitunional Court Number 21 PUU XIV 2016
which appeared due to the judicial review that submitted by Setya Novanto. He demand the constitutional
court to review the conspiracy crime phrase which are contained in the article 15 of The Coruuption Crime
Code. Thisthesis also analyze the changes of the interpretation of that phrase, the aftereffect, and the legal
consequences. Thisthesis also analyze the new interpretation of conspiracy crime formulation that was state
by the constitutional court by comparing it to the actual case that already been legally binding to see whether
it applicable or not.
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